WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 21
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

-

.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan di daerah diperlukan
pelaksanaan fungsi yang optimal oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan
penyesuaian jenjang kependidikan terhadap personil yang
diangkat menjadi kelompok pakar atau tim ahli alat

kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Walikota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 428&6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5&587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana

Operasional.

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 234};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 21
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017
Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo
Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 2)

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagzi berikut :
Pasal 26

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, disediakan
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul anggota,
pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana

dirnaksud pada ayat (2) paling rendah tingkat klasifikasi keilmuan S1.

Kompensasi anggota kelompok pakar pimpinan DPRD sebesar

Rp. 4.000.000,- per orang yang dibayarkan setiap bulan.

Kompensasi kelompok pakar alat kelengkapan DPRD selain kelompok
pakar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar

Rp. 7.000.000,- yang dibayarkan setiap kegiatan.

Kompensasi kelompok pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibayarkan berdasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau

kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 27

Untuk menunjang tugas dan fungsi fraksi, disediakan tenaga ahli

fraksi berdasarkan keahlian dan kebutuhan fraksi;

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris DPRD;

Teniaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah
tingkat klasifikasi keilmuan S1 dan/atau mempunyai keahlian

tertentu yang ditetapkan oleh partai;

Kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebesar Rp. 3.250.000,- yang dibayarkan setiap bulan, yang
didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan

tertentu DPRD dengan harga satuan orang;

Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris DPRD dengan memperhatikan standar

keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan

berlaku surut sejak tanggal 1 April 2019.
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Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal ? Yel 2019
ALIKOTA GORONTALO

—

MA N A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Med 2019
SEKRETARIS DA KOTA GORONTALO,

[SM MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 23
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